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Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan 

Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022 

 

Mutiara Dewi 

Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan kontribusi pajak 

restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kota Bekasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontribusi pajak daerah yang 

masih rendah terhadap PAD, sehingga menyebabkan Kota Bekasi masih 

bergantung pada dana transfer pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran 

daerah. Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi menggunakan data target dan 

realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2018-2022 yang diperoleh dari Badan 

Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas rata-rata 

pajak restoran sebesar 88,67% tergolong cukup efektif, pajak hiburan sebesar 

68,82% tergolong kurang efektif, dan pajak hotel sebesar 87,35% tergolong cukup 

efektif. Sementara itu, kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel 

terhadap PAD pada tahun 2018-2022 masing-masing sebesar 5,49%, 0,68%, dan 

0,57%, tergolong sebagai kontributor yang sangat rendah terhadap PAD Kota 

Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi berupaya meningkatkan pendapatan pajak daerah 

melalui pencerdasan kepada wajib pajak untuk meningkatkan PAD Kota Bekasi. 

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Hotel. 
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Analysis of the Effectiveness and Contribution of Restaurant Tax, 

Entertainment Tax, and Hotel Tax to Local Revenue of Bekasi City in 2018-

2022 

 

Mutiara Dewi 

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to evaluate the effectiveness and contribution of restaurant tax, 

entertainment tax, and hotel tax to local revenue (PAD) in Bekasi City. This 

research is motivated by the low contribution of local taxes to PAD, causing Bekasi 

City to still depend on central government transfer funds to finance regional 

expenditures. This research was conducted in Bekasi City using data on the target 

and realization of local tax revenue for 2018-2022 obtained from the Bekasi City 

Regional Revenue Agency. This research uses a descriptive quantitative approach. 

The data collection method uses interviews and documentation. The results showed 

that the average effectiveness level of restaurant tax was 88.67% classified as quite 

effective, entertainment tax was 68.82% classified as less effective, and hotel tax 

was 87.35% classified as quite effective. Meanwhile, the contribution of restaurant 

tax, entertainment tax, and hotel tax to PAD in 2018-2022 was 5.49%, 0.68%, and 

0.57%, respectively, classified as a very low contributor to Bekasi City PAD. The 

Bekasi City Government seeks to increase local tax revenue through intelligence to 

taxpayers to increase the PAD of Bekasi City. 

 

Keywords: Effectiveness, Contribution, Restaurant Tax, Entertainment Tax, 

Hotel Tax. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk 

Republik. Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi, setiap provinsi terdiri dari 

beberapa kabupaten dan kota. Peraturan mengenai pemerintahan daerah diatur 

dalam pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Setiap wilayah memiliki 

hak dan kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri untuk 

meningkatkan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan dan juga untuk 

meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah 

memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan wilayahnya 

sendiri, baik dalam hal keuangan maupun non-keuangan. Karakteristik utama dari 

suatu wilayah yang dianggap sebagai daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan 

keuangan pemerintahnnya. Daerah otonom diwajibkan memiliki kemampuan dan 

kewenangan untuk mengelola sumber keuangan pemerintahnya sendiri (Alexander, 

2015).  

Indonesia sebagai sebuah negara yang terus mengalami perkembangan 

secara berkelanjutan melakukan pembangunan di berbagai sektor. Ini dilakukan 

untuk mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan 

makmur dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di setiap daerah. 

Pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dan berpengaruh dalam 

menunjukkan perkembangan dan kemajuan suatu wilayah, serta berdampak pada 

ekonomi nasional. Upaya pemerataan pembangunan akan memberikan dampak 

yang langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Pembangunan daerah 

memerlukan adanya perubahan dan pertumbuhan sebagai fondasi untuk 

meningkatkan kemajuan ekonomi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (Langgeng & Syah, 2019).  

Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

bahwa Pendapatan Asli Daerah merujuk kepada pendapatan yang diperoleh 

pemerintah daerah dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah 
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lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Setiap wilayah otonom di Indonesia, seperti provinsi atau kabupaten/kota, 

memiliki beragam sumber daya alam dan peluang ekonomi. Jika dimanfaatkan 

secara efisien, hal ini dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan asli daerah, 

yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan wilayah tersebut (Pratiwi, 

2016).    

Kota Bekasi yang terletak di Provinsi Jawa Barat, memiliki letak daerah 

yang strategis. Dengan luas wilayah sekitar 210,49 km2, Kota Bekasi berbatasan 

dengan Kabupaten Bekasi di utara dan timur, Kabupaten Bogor dan Kota Depok di 

selatan, serta Provinsi DKI Jakarta di Barat. Dengan populasi mencapai lebih dari 

2.9 juta jiwa, pada tahun 2022 menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 

laju pertumbuhan penduduk Bekasi termasuk tertinggi di Provinsi Jawa Barat,  hal 

ini juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah hotel, tempat hiburan, dan restoran di 

wilayah tersebut. Laju pertumbuhan yang tinggi seringkali berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kota Bekasi yang mengalami pertumbuhan 

yang cepat akan menarik investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini 

menciptakan permintaan yang tinggi untuk fasilitas seperti hotel, tempat hiburan, 

dan restoran. Ini adalah beberapa tempat yang diharapkan bagi masyarakat untuk 

bersosialisasi, berekreasi, atau mengadakan pertemuan bisnis. Untuk mendukung 

pertumbuhan tersebut, pemerintah akan melakukan pengembangan infrastruktur 

seperti jalan, transportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya (Meilina & 

Wahyu, 2022).  

Masalah mendasar yang dihadapi oleh hampir semua pemerintah daerah 

kabupaten dan kota adalah bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar 

dapat lebih mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan kewenangan 

yang luas serta ketimpangan pembangunan yang masih tinggi serta 

ketidakseimbangan dalam pengeluaran dan penerimaan negara yang mengarah 

pada defisit atau surplus anggaran yang masih terjadi menunjukkan bahwa 

penyebab kesenjangan pembangunan adalah korelasi input dan output pendanaan 

(Saerang, 2020).  

Upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ialah memerlukan 

Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumber penerimaan yang cukup meningkat 
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secara signifikan adalah pajak daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi 

Nomor 11 Tahun 2016 pajak daerah terdiri atas Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak 

Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB).  

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan 

Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2022 pada perencanaan capaian strategis 

target tahun 2022 adalah sebesar 10% dari realisasi peningkatan PAD tahun 2021. 

Pencapaian realisasi penerimaan PAD dapat terpenuhi bahkan melebihi target dari 

yang ditetapkan hal ini menggambarkan bahwasannya kondisi di Kota Bekasi 

menuju arah yang membaik. 

Table 1. 1 Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2022 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Sasaran 
Target Realisasi Capaian 

a b C d e=d/c x 100% 

Meningkatnya 

penerimaan 

PAD 

Persentase 

peningkatan 

penerimaan 

PAD 

10% 1,71% 17,10% 

Sumber: LKIP BAPENDA Kota Bekasi, 2022 

Berdasarkan table 1.1 mengenai target dan realisasi sasaran strategis pada 

tahun 2022, pendapatan daerah Kota Bekasi mencapai target sebesar Rp. 

5.924.239.721.956 dengan realisasi mencapai Rp. 5.520.496.329.938 dengan 

capaian sebesar 93,18%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,71% 

dibandingkan dengan tahun 2021. Kontribusi terbesar dalam penerimaan 

pendapatan daerah di Kota Bekasi adalah dari Pendapatan Transfer sebesar 52,64%, 

diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 47,36%. Dengan Pendapatan Transfer 

yang mendominasi penerimaan pendapatan daerah, hal ini menunjukan bahwa 

Pemerintah Kota Bekasi masih memerlukan dukungan anggaran dari Pemerintah 

Pusat untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan daerah  (Meilina & 

Wahyu, 2022). 

Pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel menjadi fokus utama dari 

berbagai komponen pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kota Bekasi untuk 

diteliti. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 tahun 2019 mengenai 

pajak daerah, Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas segala layanan 
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yang disediakan oleh penyedia makanan dan minuman dengan imbalan pembayaran 

yang mencakup kafetaria, warung, kantin, rumah makan, bar dan sejenisnya 

termasuk jasa boga/catering. Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas 

segala layanan yang disediakan oleh hotel dengan imbalan pembayaran, termasuk 

layanan tambahan yang berupa fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan. Pajak 

hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas segala jenis tontonan, permainan, 

pertunjukan dan keramaian yang dinikmati dengan imbalan pembayaran.  

Penelitian mengenai pengaruh pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel 

terhadap pendapatan asli daerah sudah banyak dilakukan. Namun dalam penelitian 

tersebut masih banyak perbedaan hasil penelitiannya. Salah satunya penelitian yang 

dilakukan oleh Mutiarahajarani & Hapsari (2018) yaitu mengenai Pengaruh Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Tasikmalaya. Hasil dari penelitian tersebut bahwa Pajak Hotel, Pajak 

Hiburan, Pajak Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismanura dkk., (2019) 

mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Terhadap PAD Kabupaten Malang bahwa tingkat pencapaian efektivitas pajak 

restoran, pajak hotel, pajak reklame, dan retribusi daerah dengan kriteria sangat 

efektif. Adapun efektifitas pajak tertinggi sampai terendah yaitu pajak restoran, 

pajak hotel, pajak reklame dan retribusi daerah. Serta kontribusi pajak hotel, pajak 

restoran dan pajak reklame dan retribusi daerah Kabupaten Malang sangat 

berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. 

Dari uraian penelitian diatas bahwa belum adanya hasil yang selaras antar 

peneliti, ini disebabkan oleh perbedaan baik dalam lokasi dan periode waktu yang 

menjadi fokus penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mutiarahajarani & Hapsari (2018) dan Ismanura dkk., (2019) adalah 

variabel independen yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan variabel 

independen Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel. Pada perbedaan kedua 

adalah lokasi dilakukannya penelitian ini adalah di Kota Bekasi dengan periode 

yang digunakan yaitu tahun 2018-2022. 
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Pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel di Kota Bekasi cukup potensial 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk memaksimalkan potensi yang 

ada maka diperlukan strategi manajemen pengelolaan potensi tersebut, agar dapat 

mendorong peningkatkan penerimaan pajak daerah atas pajak restoran, pajak 

hiburan dan pajak hotel untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Bekasi. Mengukur efektivitas dan kontribusi pajak daerah merupakan hal yang 

sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan dalam 

pengelolaan pajak daerah. Realisasi pendapatan kemudian akan dibandingkan 

dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai upaya untuk mengevaluasi 

kinerja keuangan pemeritah daerah. Dalam hal ini, realisasi pendapatan dapat 

menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan 

pemerintah (Santoso et al., 2021). 

Pajak daerah ini akan diperuntukan untuk membiayai aktivitas 

pemerintahan serta berfungsi dalam pendanaan pembangunan daerah. Tanpa 

adanya pajak daerah ini maka kebutuhan pemerintah daerah akan dana 

pembangunan menjadi lebih sulit untuk terpenuhi karena sebagian besar pemasukan 

pendapatan daerah maupun negara berasal dari pajak. Dari latar belakang yang 

sudah diuraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan 

Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-

2022”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 

bahwa sebenarnya Kota Bekasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan 

penerimaan pendapatan daerah. Setiap tahunnya, Kota Bekasi telah menetapkan 

target penerimaan pajak daerah yang telah dipertimbangkan dengan baik, sehingga 

setiap tahunnya Kota Bekasi hampir selalu mencapai target realisasinya. Meskipun 

persentase pajak daerah tidak menjadi faktor utama pada Pendapatan Asli Daerah 

namun kontribusi pajak daerah sangat berperan penting dalam meningkatkan 

jumlah Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan 

untuk mengeksplorasi potensi yang ada di daerah guna meningkatkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah di masa depan. 
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Table 1. 2 Tingkat Pencapaian Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

a b c d=c/b x 100% 

2018 1.742.132.421.869 1.579.847.766.262 90,68% 

2019 2.295.657.756.755 1.777.061.108.702 77,41% 

2020 1.585.937.678.852 1.557.562.367.133 98,21% 

2021 1.841.686.983.386 1.715.963.810.423 93,17% 

2022 2.196.858.077.066 2.012.879.315.710 91,63% 
   Sumber: Web Badan Pendapatan daerah Kota Bekasi, 2024 (data diolah) 

Dari data yang tercantum pada tabel 1. 2 mengenai pencapaian target dan 

realisasi pajak daerah, bahwa Kota Bekasi telah menunjukkan kemampuan yang 

cukup baik dalam merencanakan penerimaan pajak daerah walaupun pada 

realisasinya masih belum bisa mencapai target yang ada. Penelitian ini menarik 

dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif dan seberapa besar kontribusi pajak 

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang didasari pada kenyataan bahwa 

kontribusi pajak daerah belum memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga 

pemerintah daerah Kota Bekasi masih bergantung pada dana transfer dari 

pemerintah pusat untuk digunakan sebagai belanja daerah. 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, berikut adalah beberapa pertanyaan yang pada penelitian ini : 

1. Bagaimana tingkat efektivitas atas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak hotel di Kota Bekasi tahun 2018-2022? 

2. Bagaimana kontribusi atas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak 

hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Bekasi tahun 2018-2022? 

3. Bagaimana kendala dalam permasalahan pencapaian target atas penerimaan 

pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel di Kota Bekasi tahun 2018-2022?  

4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan 

penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel di Kota Bekasi tahun 

2018-2022? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Menganalisis tingkat efektivitas atas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak hotel di Kota Bekasi tahun 2018-2022. 

2. Menganalisis kontribusi atas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak 

hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Bekasi tahun 2018-2022. 

3. Menganalisis kendala dalam permasalahan pencapaian target atas penerimaan 

pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel di Kota Bekasi tahun 2018-2022. 

4. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk 

meningkatkan penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel di Kota 

Bekasi tahun 2018-2022. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sehubungan dengan tujuan yang telah disebutkan, Peneliti berharap bahwa 

penelitian ini akan memberikan sejumlah manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis: 

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan 

pengembangan penelitian analitis mengenai analisis efektivitas dan kontribusi 

pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, hasilnya juga 

diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi tentang topik yang terkait 

dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi mahasiswa dan akademisi, diharapkan bahwa penelitian ini akan 

menjadi landasan penting untuk penelitian dan penulisan selanjutnya di 

bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi sarana 

untuk menerapakan pengetahuan yang telah diperoleh ke dalam situasi atau 

kondisi yang sebenarnya, khususnya terkait Pendapatan Asli Daerah yang 

berasal dari Pajak Daerah. 

b. Bagi Pemerintah dan Instansi terkait, diharapkan bahwa penelitian ini akan 

memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kebijakan tahunan terkait 

penerimaan pajak daerah, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan penjelasan 

yang jelas, mudah dipahami, dan juga teratur, sehingga materi yang disajikan dapat 

dengan mudah dipahami dengan baik oleh pembaca, antara lain sebagai berikut: 

Bab 1 : Pendahuluan  

Bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang penelitian yang 

menjelaskan alasan pentingnya dilakukan penelitian ini. Dari penjelasan latar 

belakang  penelitian tersebut, dilakukan perumusan masalah dan diikuti dengan 

pertanyaan penelitian yang akan dianalisis. Selanjutnya, mengenai tujuan dan 

manfaat dari penelitian ini. 

Bab 2 : Tinjauan Pustaka  

Bab ini terdapat kajian teoritis yang meliputi tinjauan teoritis yang mencakup 

teori-teori yang mendukung penelitian, tinjauan pustaka yang memuat penelitian-

penelitian sebelumnya dan kerangka berpikir yang diambil dari beberapa teori atau 

konsep serta temuan penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah 

penelitian. 

Bab 3 : Metode Penelitian  

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, objek penelitian, metode 

pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data 

penelitian, serta metode analisis data yang digunakan oleh peneliti.  

Bab 4 : Hasil dan Penelitian 

Bab ini terdapat gambaran umum dari objek penelitian, data penelitian yang telah 

didapat, dan hasil penelitian meliputi analisis dan pembahasannya. 

Bab 5 : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang 

diberikan oleh peneliti.
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Menguatkan landasan teori merupakan hal yang sangat penting untuk 

memastikan bahwa penelitian memiliki fondasi yang kuat. Hal ini bertujuan untuk 

mendukung pemahaman dan identifikasi karakteristik dari variabel-variabel yang 

akan digunakan dalam penelitian. Landasan teori menjadi suatu aspek yang sangat 

diperlukan karena akan menjadi landasan utama bagi proses penelitian yang akan 

dilakukan (Sugiyono, 2015). 

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk 

mendukung kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi suatu hal yang 

sangat penting sebagai sumber utama pendapatan keuangan daerah. Dengan 

demikian, pengaturan keuangan daerah dapat ditingkatkan untuk meningkatkan 

mutu layanan dan aspek pemerintahan lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan perkembangan daerah yang lebih maju. PAD 

menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. 

Semakin besar PAD, maka kemampuan daerah dalam mengelola dan membiayai 

pertumbuhannnya akan lebih berhasil. Sebaliknya, jika PAD mengalami 

penurunan, maka penerapan otonomi daerah belum mencapai hasil yang maksimal 

(Engkus, 2020).  

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber Pendapatan Asli 

Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, serta lain- lain PAD yang sah. Tujuan dari PAD adalah 

untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam pembiayaan 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi desentralisasi. Sumber 

pendapatan daerah dalam ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari:  

a. Pajak Daerah;  
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b. Retribusi Daerah;  

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan  

d. Lain-lain PAD yang sah.  

2. Dana perimbangan; dan  

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, meliputi:  

a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;  

b. Jasa giro;  

c. Pendapatan bunga;  

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan  

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. 

2.1.2 Pajak Daerah 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Pajak Daerah merupakan kewajiban 

pembayaran kepada pemerintah daerah yang harus dipenuhi oleh individu atau 

badan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara 

langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 

tersebut. 

Dari pengertian menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak 

daerah memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan undang-

undang yang berlaku. 

2. Bersifat memaksa dan dapat dipaksakan.  

3. Pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung. 

4. Dapat dikenakan sanksi perpajakan apabila tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

5. Pajak daerah dipergunakan untuk mebiayai kebutuhan atau pengeluaran yang 

berkaitan dengan pembangunan pemerintah daerah. 

Menurut Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2022, jenis pajak daerah 

terbagi atas dua yaitu:  

1. Pajak Daerah Tingkat I  atau pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi : 
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a. Pajak Kendaraan Bermotor, merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor.  

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, merupakan pajak atas penyerahan hak 

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan 

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah dll. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, merupakan pajak atas penggunaan 

bahan bakar kendaraan bermotor. 

d. Pajak Air Permukaan, merupakan pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan. 

e. Pajak Rokok, merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

pemerintah. 

2. Pajak Daerah Tingkat II atau pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota: 

a. Pajak Hotel, merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

b. Pajak Restoran, merupakan pajak atas pelayanan yangdisediakan oleh 

restoran. 

c. Pajak Hiburan, merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan.  

d. Pajak Reklame, merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. 

e. Pajak Penerangan Jalan, merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, 

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lainnya. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, merupakan pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 

dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

g. Pajak Parkir, merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor.  

h. Pajak Air Tanah, merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air tanah.  

i. Pajak Sarang Burung Walet, merupakan pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet.  

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, merupakan pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan 
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oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) , merupakan pajak 

atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.  

Tidak semua pajak yang telah dijelaskan diatas dipungut oleh setiap daerah 

karena beberapa daerah mungkin memiliki potensi yang kurang memadai. Oleh 

karena itu, suatu daerah dapat memutuskan untuk tidak memungut pajak tertentu 

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah yang berlaku 

di wilayah tersebut. Pada penelitian ini, hanya akan berfokus pada tiga pajak 

kabupaten/kota pada objek yang akan diteliti yaitu pajak restoran, pajak hiburan 

dan pajak hotel. 

2.1.2.1 Tarif Pajak Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kota Bekasi, 

Adapun tarif Pajak Daerah yang ditetapkan di Kota Bekasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Daerah Kota Bekasi 

Jenis Pajak Daerah Tarif Pajak yang Ditetapkan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 
5% 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) 
0,10% - 0,25 % 

Pajak Restoran 10% 

Pajak Hotel 10% 

Pajak Hiburan 0% - 40% 

Pajak Reklame 25% 

Pajak Air Tanah 20% 

Pajak Parkir  30% 

Pajak Penerangan Jalan 1,5% - 9,5% 
Sumber: Web Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2024 

2.1.3 Pajak Restoran 

Peraturan Daerah mengenai pajak restoran menetapkan kejelasan hukum 

mengenai yang terkait dengan subjek pajak, objek pajak, dan metode pemungutan 

pajak. Penerimaan dari pemungutan pajak restoran menjadi bagian penting dari 

Pendapatan Asli Daerah yang sangat membantu dalam membiyai pembangunan di 

wilayah tersebut. Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2018 

pajak restoran merupakan pungutan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
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atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Restoran merujuk pada tempat 

yang menyediakan makanan atau minuman dipungut pembayaran yang meliputi 

berbagai jenis seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, serta layanan 

jasa boga atau katering. 

2.1.3.1 Objek Pajak Restoran 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Pajak Daerah, objek pajak retoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana maksud adalah meliputi 

pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik 

dikonsumsi di tempat pelayanan ataupun di tempat lain. Apabila layanan yang 

diberikan oleh restoran dengan nilai penjualan kurang dari Rp. 10.000.000 maka 

tidak termasuk ke dalam objek pajak restoran.  

2.1.3.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Pajak Daerah, subjek pajak retoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli 

makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah 

orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. 

2.1.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara perhitungan Pajak Restoran 

Tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 

bagian ketiga pasal 13 tentang Pajak Restoran menyatakan bahwa dasar dari 

pengenaan pajak restoran ialah jumlah pembayaran yang diterima atau besaran 

yang seharusnya diterima oleh restoran. Pembayaran adalah jumlah uang yang 

harus diberikan oleh subjek pajak (baik individu maupun badan) kepada wajib pajak 

(individu atau badan yang mengoperasikan restoran) sebagai harga pembelian 

makanan dan/atau minuman yang diminta oleh subjek pajak, termasuk pembayaran 

penukaran atas pembelian tersebut, yang terkait dengan operasi restoran (Rahayu, 

2020).  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 bagian 

ketiga pasal 14 tentang Pajak Restoran, bahwa tarif pajak restoran yang ditetapkan 

sebesar 10% (sepuluh persen). Dan menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 

10 Tahun 2019 bagian ketiga pasal 15, besaran pokok pajak restoran yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak.  
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Berikut rumus dari cara perhitungan pajak restoran: 

Pajak 

Restoran 

Terutang 

= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= 10% x Jumlah pembayaran yang diterima atau yang 

seharusnya diterima Restoran 
 

2.1.4 Pajak Hiburan 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 Pasal 19 ayat 

(1) Pajak Hiburan adalah Pajak atas semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

2.1.4.1 Objek Pajak Hiburan 

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut 

bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 

10 Tahun 2019 Pasal 19 ayat (2) adalah:  

a. Tontonan film; 

b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;  

c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

d. Pameran;  

e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;  

f. Sirkus, akrobat dan sulap;  

g. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;  

h. Panti pijat/refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan  

i. Pertandingan olahraga. 

 

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:  

a. Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang 

diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan 

keagamaan serta hiburan dalam rangka persiapan dan kampanye 

Pemilu/Pilkada/Pileg dan sejenisnya; 

b. Penyelenggaraan pertandingan olah raga yang diselenggarakan pemerintah, 

pemerintah daerah, organisasi olah raga amatir di bawah naungan Komite 

Olahraga Nasional Indonesia (KONI). 
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2.1.4.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 Pasal 20 Subjek 

Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. 

Sementara, Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang 

menyelenggarakan hiburan. 

2.1.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara perhitungan Pajak Hiburan 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 Pasal 21 Dasar 

Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya 

diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga/diskon dan tiket 

cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. 

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:  

a. Tontonan film:  

1. Film impor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);  

2. Film nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).  

b. Penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi:  

1. Pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang 

berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);  

2. Pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang 

berkelas nasional 5% (lima persen); 

3. Pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang 

berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen). 

 

c. Penyelenggaraan pagelaran musik meliputi:  

1. Pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); 

2. Pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen); 

3. Pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima 

persen).  

d. Penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi:  

1. Kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 

0% (nol persen);  

2. Kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 5% (lima 

persen); 
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3. Kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 25% 

(dua puluh lima persen).  

e. Pameran, sirkus, akrobat dan sulap meliputi:  

1. Pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);  

2. Pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen); 

3. Sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% 

(sepuluh persen); 

4. Sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 

25% (dua puluh lima persen).  

f. Diskotik, klab malam, pub dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen);  

g. Arena bernyanyi antara lain, karaoke, rumah bernyanyi sebesar 30% (tiga puluh 

persen) dan arena bernyanyi berupa studio musik sebesar 5% (lima persen);  

h. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor yang meliputi ATV dan Road Race 

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);  

i. Permainan ketangkasan meliputi:  

1. Gelanggang permainan anak, outbond dan sejenisnya ditetapkan 25% (dua 

puluh lima persen);  

2. Permainan seluncur es (ice skating) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% 

(sepuluh persen).  

j. Panti pijat modern ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);  

k. Panti pijat tradisional dan refleksi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);  

l. Hiburan untuk umum yang diselenggarakan dengan memanfaatkan fasillitas 

hotel ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);  

m. Mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan 

sebesar 25% (dua puluh lima persen); 

n. Mandi uap/spa dan jenis kebugaran yang bersifat tradisional (di luar fitness 

center/hotel dan sejenisnya) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);  

o. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

Pajak Hiburan 

Terutang 

= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= Tarif Pajak x Jumlah uang yang diterima atau yang 

seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan 
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2.1.5 Pajak Hotel  

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 pengertian pajak 

hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus 

disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau 

fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang 

menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan 

perkantoran.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel adalah 

pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan 

hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait 

lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk 

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggahan, rumah penginapan dan sejenisnya, 

serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.  

2.1.5.1 Objek Pajak Hotel 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 pasal 3 

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, 

termasuk jasa penunjang seagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan 

kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasiltas olahraga dan hiburan. 

Tidak termasuk objek pajak hotel adalah:  

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau 

pemerintah daerah. 

2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya. 

3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. 

4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, 

dan panti sosial lainnya yang sejenis.  

5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yag diselenggarakan oleh hotel 

yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

2.1.5.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 pasal 4 

subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran 

kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak Hotel 

adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 
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2.1.5.3  Dasar Pengenaan, Tarif, Cara perhitungan Pajak Hotel 

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan 

kepada hotel. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 pasal 

6 tentang pajak hotel, bahwa tarif pajak hotel ditetapkan 10% (sepuluh persen).  

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif dengan dasar pengenaan pajak. Berikut cara perhitungan pajak hotel: 

Pajak Hotel 

Terutang 

= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= 10% x Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel 
 

2.1.6 Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah 

Mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi suatu kebijakan merupakan hal 

yang sangat penting dalam menentukan kelanjutan penerapannya. 

2.1.6.1 Efektivitas 

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, 

efektivitas adalah mencapai hasil program sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan, yang dievaluasi melalui perbandingan antara pengeluaran dan 

penerimaan. Sedangkan itu efektivitas pajak daerah adalah nilai yang diukur dengan 

membandingkan persentase antara jumlah penerimaan pajak yang benar-benar 

terkumpul dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan (Yakub et al., 2022).  

Kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan tercermin dalam efektivitas pajak daerah. Berikut adalah 

metode untuk menilai efektivitas pajak daerah untuk pajak restoran, pajak hiburan, 

dan pajak hotel: 

Analisis Efektivitas Pajak 

Daerah 
= 

Realisasi Pajak Daerah  
𝑥 100% 

Target Pajak Daerah 
 

Berikut adalah kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah 

yaitu: 

Tabel 2. 2 Klasifikasi Nilai Efektivitas Pajak Daerah  

Persentase Kriteria 

> 100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

< 60% Tidak Efektif 
Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 
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2.1.6.2 Kontribusi 

Analisis kontribusi pajak daerah adalah analisis yang dilakukan untuk 

menilai sejauh mana penerimaan pajak dapat berkontribusi terhadap pendapatan 

asli daerah, dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak daerah yang 

terealisasi dengan pendapatan asli daerah (Warda, 2017).  

Semakin tinggi tingkat kontribusi, semakin besar pula pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah. Sebaliknya, jika tingkat kontribusi rendah, maka peran 

pajak daerah terhadap PAD juga rendah (Lamia, 2015).  

Berikut adalah rumus perhitungan untuk menilai kontribusi yang digunakan: 

Analisis Kontribusi Pajak 

Daerah 
= 

Realisasi Pajak Daerah  
𝑥 100% 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

     

Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap 

PAD adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 3 Klasifikasi Tingkat Kontribusi Pajak Daerah 

Presentase Kriteria 

> 50% Sangat Baik 

40,10%-50% Baik 

30,10%-40% Cukup Baik 

20,10%-30% Sedang 

10,10%-20% Kurang Baik 

0,00%-10% Sangat Kurang 
Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan dalam 

melakukan penelitian sekaligus menjadi referensi dalam penulisan ini. 

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Peneliti      

/Tahun 

Judul 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 

Olivia 

Sheva 

Pramestya, 

Maria 

Augustine 

Graciaferna

ndy 

(2023) 

Efektivitas Pajak 

Hotel dan Pajak 

Restoran serta 

Kontribusinya 

Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Kota 

Salatiga Periode 

2017-2021. 

Kuantitatif 

Deskriptif 

1) Efektivitas pajak 

hotel dan pajak restoran 

tergolong kriteria sangat 

efektif terhadap PAD 

Kota Salatiga. 

2) Sedangkan nilai 

kontribusi pajak hotel 

dan pajak restoran 

masih sangat kurang 
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terhadap PAD Kota 

Salatiga. 

2 

Godefridus 

Sunardi 

Etem,  

Agus 

Wahyudi 

(2023) 

Analisis Efektivitas 

Dan Kontribusi 

Pajak Hotel, 

Restoran, Hiburan 

Dan Reklame 

Terhadap PAD 

Kabupaten 

Manggarai Barat 

Tahun 2018-2021 

Kuantitatif 

Deskriptif 

1) Efektivitas pajak 

hotel dan pajak restoran 

memiliki kriteria cukup 

efektif, pajak hiburan 

dan pajak reklame 

memiliki kriteria kurang 

efektif. 

2) Sedangkan rata-rata 

kontribusi penerimaan 

pajak hotel sebesar 

11,93%, pajak restoran 

sebesar 8,69%, pajak 

hiburan sebesar 8,69% 

dan pajak reklame 

sebesar 0,27%. Yang 

artinya tingkat 

kontribusi Pajak Daerah 

masih sangat kurang. 

3 

Syuparman,

Mahyus 

Ekananda, 

Etty Puji 

Lestari 

(2023) 

 

Analisis Efektivitas 

dan Kontribusi 

Pajak Hotel dan 

Restoran terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten 

Natuna 

Kuantitatif 

1) Efektivitas pajak 

hotel di Kabupaten 

Natuna berdasarkan 

tingkat pencapaian 

target dan realisasinya 

sangat efektif,  

2) Namun hal ini tidak 

dibarengi dengan 

kontribusi pajak hotel 

dan restoran ke 

pendapatan asli daerah 

Kabupaten Natuna yang 

tergolong masih sangat 

kecil. 

4 

Ani 

Apriani, 

Rahmat 

Mulyana 

Dali 

 (2023) 

 

Analisis Efektivitas 

dan Kontribusi 

Pajak Hiburan 

Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Kota Bogor 

Tahun 2018-2022 

Kuantitatif 

Deskriptif 

1) Efektivitas 

Penerimaan Pajak 

Hiburan berada dalam 

kategori Efektif, karena 

hasil perhitungan rasio 

pajak hiburan selama 

tahun 2018- 2022 

menunjukkan rata-rata 

92,35%.  

2) Namun, kontribusi 

yang diberikan Pajak 

Hiburan terhadap PAD 

Kota Bogor tergolong 

kecil dengan rata-rata 
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2,05%. Karena pandemi 

covid-19 mengakibatkan 

ditutupnya segala jenis 

hiburan, sehingga 

mempengaruhi hasil 

realisasi pajak daerah 

yang bersumber dari 

pajak hiburan.  

5 

Inka 

Tridayanti 

Saranani 

(2023) 

Analisis Efektivitas 

Pajak Hotel dan 

Pajak Reklame 

serta Kontribusinya 

dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Kota Kendari 

Kuantitatif 

Deskriptif 

1) Pajak hotel dan pajak 

reklame di Kota Kendari 

cukup efektif, dengan 

rata-rata persentase 

efektivitas pajak yang 

melebihi 100%.  

2) Pajak hotel 

memberikan kontribusi 

yang lebih besar 

dibandingkan pajak 

reklame dalam 

meningkatkan PAD, 

dengan rata-rata 

persentase kontribusi 

sebesar 5,15% dan 

1,20% dari tahun 2018 

sampai dengan tahun 

2021. Namun, 

kontribusi pajak 

reklame masih kurang 

berkontribusi karena 

persentase kontribusinya 

berkisar di antara 1%-

2%.  
Sumber: Data diolah, 2024 

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang 

dilakukan oleh adalah dalam variabel analisisnya, yaitu efektivitas dan kontribusi 

pajak daerah, serta hampir semua metode yang digunakan sama, yakni metode 

deskriptif kuantitatif. 

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang 

dilakukan adalah lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu Kota Bekasi dan 

menggunakan periode data tahun 2018-2022. Dengan variasi ini, hasil penelitian 

diharapkan akan berbeda, meskipun ada beberapa kesamaan dalam variabel analisis 

yang hampir serupa dengan penelitian sebelumnya.  
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kerangka pemikiran ini, bertujuan untuk mengeksplorasi 

seberapa efektif dan kontribusi tingkat penerimaan pajak restoran, pajak hiburan 

dan pajak hotel di Kota Bekasi Tahun 2018-2022. Berikut adalah kerangka 

pemikiran yang terlampir dalam penelitian ini: 

 

  

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 
Sumber: Data diolah, 2024 
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BAB 5  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah mengolah dan menganalisis data secara mendalam menggunakan 

rumus perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

pajak daerah, khususnya pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel berperan 

aktif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian 

penting sebagai berikut: 

1. Tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak hotel selama periode tahun 2018-

2022 tergolong cukup efektif, akan tetapi tingkat efektivitas pada pajak hiburan 

selama periode tahun 2018-2022 tergolong kurang efektif. Hal ini dikarenakan 

pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel belum dapat mencapai target 

penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tingkat rata-rata 

efektivitas pajak restoran tahun 2018-2022 sebesar 87,35% tergolong cukup 

efektif, sedangkan tingkat rata-rata efektivitas pajak hiburan tahun 2018-2022 

sebesar 66,82% tergolong kurang efektif. Tingkat rata-rata pajak hotel tahun 

2018-2022 sebesar 87,35% tergolong cukup efektif. Hal ini dikarenakan potensi 

daerah yang besumber dari pajak daerah masih kurang mendukung, kurangnya 

kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara 

benar dan tepat waktu, kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur di 

Bapenda Kota Bekasi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan wajib pajak, 

melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi covid-19 yang berdampak 

pada penurunan omzet usaha restoran, hiburan, dan hotel, serta sanksi yang 

diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh masih belum cukup tegas.  

2. Selama periode tahun 2018-2022 tingkat kontribusi pajak restoran, pajak hiburan 

dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi tergolong sangat 

kurang. Pada hasil analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli 

daerah Kota Bekasi tahun 2018-2022 menghasilkan rata-rata 5,49% dengan 

kriteria sangat kurang, sedangkan pada pajak hiburan menghasilkan rata-rata 

kontribusi sebesar 0,698% dengan kriteria sangat kurang. Pada pajak hotel 
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menghasilkan rata-rata kontribusi sebesar 0,57% dengan kategori sangat kurang 

hal ini disebabkan oleh potensi pajak dari sektor restoran, hiburan, dan hotel ini 

belum tereksplorasi secara maksimal, bisa dilihat dari masih banyaknya wajib 

pajak yang belum terdaftar dan melaporkan usahanya dengan benar, lemahnya 

sistem pengawasan dan penegakan hukum oleh Bapenda Kota Bekasi, serta 

pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 memberikan dampak yang 

signifikan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. hal ini menyebabkan 

omzet usaha restoran, hiburan, dan hotel di Kota Bekasi menurun drastis, 

penurunan omzet ini berakibat pada penurunan kontribusi pajak sektor tersebut 

terhadap PAD Kota Bekasi. 

3. Kendala pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi 

dalam permasalahan pencapaian target atas penerimaan pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak hotel di Kota Bekasi, dikarenakan potensi daerah yang besumber 

dari pajak daerah masih kurang mendukung, kurangnya kesadaran wajib pajak 

untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara benar dan tepat waktu, 

kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur di Bapenda Kota Bekasi 

untuk melakukan pengawasan dan pembinaan wajib pajak, melemahnya daya 

beli masyarakat akibat pandemi covid-19 yang berdampak pada penurunan 

omzet usaha restoran, hiburan, dan hotel, serta sanksi yang diberikan kepada 

wajib pajak yang tidak patuh masih belum cukup tegas. 

4. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan 

pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel di Kota Bekasi adalah melakukan 

pendataan dan pemetaan wajib pajak restoran, hiburan dan hotel secara 

komprehensif dan berkala, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib 

pajak restoran, hiburan dan hotel tentang pentingnya pajak dan kewajiban 

perpajakan, melakukan pengawasan terhadap wajib pajak restoran, hiburan dan 

hotel secara berkala untuk memastikan kepatuhannya dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan, membangun sistem e-tax yang memudahkan wajib pajak 

dalam menyampaikan SPTPD dan membayar pajak restoran, hiburan dan hotel, 

mengembangkan aplikasi mobile untuk memudahkan wajib pajak dalam 

mendapatkan informasi perpajakan dan melakukan transaksi pembayaran pajak 

restoran, hiburan dan hotel, memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak 
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restoran, hiburan dan hotel yang menunggak atau tidak patuh dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan, melakukan pelatihan dan pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) aparatur Bapenda Kota Bekasi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, berikut beberapa saran yang 

dapat diberikan terhadap pemerintah daerah khususnya Bapenda Kota Bekasi: 

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada wajib pajak 

tentang pentingnya membayar pajak dan peraturan pajak yang berlaku. 

2. Meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang cara pendaftaran, pelaporan, 

dan pembayaran pajak. 

3. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh dalam bentuk 

insentif atau reward. 

4. Memperkuat sumber daya manusia dan infrastruktur di Bapenda Kota Bekasi 

untuk melakukan pengawasan dan pembinaan wajib pajak. 

5. Memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh, seperti 

denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan pidana pajak. 

6. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan pajak untuk 

mengetahui kemajuan yang telah dicapai dan kendala yang dihadapi. 

7. Melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap kebijakan dan strategi 

pemungutan pajak berdasarkan hasil evaluasi. 
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